
DHARMOTAMA SATYA PRA.JA 

PEMERINTAH KABUPATEN DAER.AH TJNGKAT Il SEMARANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H SEMARANG 
NOMOR 10 TAHUN 1H7 

TENTANG 

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI 
RENCANA DETAIL TATA RUANO KOTA IBUKOTA KECAMATAN SAWEN 

TAHUN 1997 / 1998 SAMPAI DENGAN TAHUN 200612007 

Menimbang: 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG 

a. bahwa pembangunan . dan perk.embangan tbukota Kecamatan 
Bawen perlu ditertibkan dan diarahkan agar kemungk.inan timbtdnya 
segala permasalahan dikemudian hari balk mengenai pemukiman, 
·kesehatan, pendidikan, keamanan maupun fasifltas pelayanan 
umum lainnya dapat ditangguJangi. sehingga Kota Bawen teta-p 

. merupakan lingkungan hidup yang Sehat, Rapi, Aman. Sejahtera 
dan lndah ( SERASI ) ; 

b. bahwa unttJk maksud .terset,ut a · diatas. maka pertu adanya 
perencanaan Tata Ruang Bawen set,agai pedoman btlgi semua 
kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal. serasi, seimbang, 
terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan yang diatur dalam Rencana 
Umum Tata Ruang Kofa 0engan Kedalaman Materi Rencana Detail 
Tata Ruang Kota tbukota Kecamatan Bawen ; 

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas. perki diatur dan 
ditetapkan datam Peraturan Oaerah Kabupaten Daerah Tingkat U 
Semarang. 

1. Undang.,undang Gangguan atau Hinder Ordonantie (Staat Blad 
22611926) 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah--daerah Kabupaten Dalam Ungkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

3. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas­
batas WHayah Kotapraja Salatiga dan Oaerah Swatantra Tingkat H 
Semarang ( Lembaran Negara Repub&ik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 118 ; Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia 
Nomor 1652 ) : 
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4. Undang..undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Oa$8I' 
Pokok;,okok Agraria ( Lembaran Negara Tahlm 1960 Nomor 
104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043} ; 

5. Undang-undang Nomor 5 Tamm 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Oaerah ( Lembaran Negara RepubNk Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 38 : Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 3037) ; 

6. lJndang .. undang Nomor 24 Tahon 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; 
Tambahan Lembaran Negara Repubtlk Indonesia Nomor 3501) : 

7. Undang..undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Ungkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68: Tambahan Lembaran ~ara Republik tndonesia 
Nomor 3699) ; 

8. _, P$ratUran Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Oaerah Tingkat II Semarang { Lembaran Negara 
Republik tndonesia Tahun 1976 Nomor 17; Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahtm 1982 tentang Tata 
Pengaturan Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesla 
Nornor3225); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang higasi 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia T ahun 1982 Nomor 38 ; 
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 3326} ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 T ahun 1985 tentang Jatan 
{Lembaran Negara Repubtik lndone$ia Tahun 1985 Nomor 10; 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 32930 ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan tnstansl Vertikal Di Daerah { Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara 
Republtk Indonesia Nomor 3373) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Taoon 1992 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Oaerah Tingkat fl Salatiga dan 
Kabupaten Daerah Tingkat n Semarang ( Lembaran Negara 
Republik tndonesia Tahun 1992 Nomor 114; T ambahan Le.mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AnaHsis 
Mengenai Dampak UngkUngan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3538) ; 

15. Keputusan Presiden Repubfik Indonesia Nomor 57 Tahun 1989 
tentang Tun Koordinasi Pengelola Tata Ruang Nasional ; . 

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia 32 Tahun 1990 tentang 
Pengetolaan Kawasan ffndung ; . 

17. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Penetapan Bt\ts Whyah Kota di Seluruh Indonesia ; 

18. Peraturan Menteri Oalam ~ 2 Tahun 1987 tentang Pedoman 
Penyusunan rencana Kola ; 

19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6401KPTS/1986 
tentang Perencanaan Tata Ruang Kota ; 



20. Keputusan .Menteri Oa1am Negerl Nomor 59 Tahun 1988 tentang 
Petunjuk Pet.ksanaan Peraturan Menter! Oalam Negeri Nomor 2 
Tahun 1987 tentang Pecfoman Penyusunan Rencana Kota ; · 

21. Ke()Ufu$an Menteri Oafam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 teldang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 
Rencane Kota; 

22. ·Peraturan Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkat lJ Semarang Nomor 10 
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit di Ungkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah TJngt<at lt Semarang (Lembaran 
Oaefah Kabupaten Daerah tmgkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 
17); . 

23. Peraturan Oe.erah Kabupaten Daerah Tingl(at If Semarang Nomor 1 
Tahun 1994 tentang Pota Casar Pembangunan Oaerah Tingkat H 
Semarang Tahun 1994/1995 Sampai Dengan Tahun 1998/1999 
( Lembaran ca.rah Kabupaten Oaemh Tingkat It Semarang Tahun 
1997 Nomor 11 ) ; 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat ff Semarang . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN 0AERAH KABUPATEN OAERAH TINGKAT U 
SEMARANG TSNTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA 
DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANO 
KOTA ISUKOTA KECAMATAN BAWEN TAHUN 1997 I 1998 
SAMPAt DENGAN TAHUN 2006 / 2007. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adatah Kabupaten Daerah Tingkat n Semarang ; 

b. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Oaerah Tingkat 
H Semarang ; 

c. Bupati Kepala Oaerah adalah Bupati Kepala Oaerah tingkat ff 
Semarang ; 

d. Bappeda adafah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Da&rah Tingkat D Semarang ; 
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e. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya dt$ebut RUTRK 
adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang 
dlsusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor 
dalam rangka petaksanaan program,.program pembangunan kota ; 

f. Reneana Oetaff Tata Ruang Kota yang &elanjutnya disebut RDTRK 
adalah Rer\Qana Pemanfaatan Ruang Kota secara terinci yang 

· dtsusun untuk penyiapan perwujudan Ruang Kota dalam 
pelaksanaan program-program pembangunan kota ; 

g. Wifayah adatah kesatuan geografts dengan bentuk dan ukuran 
rnenurutpengamatantertentu ; 

h. Witayah Pembangunan adalah suatu kesatuan wilayah yang 
menggambark:an kesatuan stra-is pengembangan yang 
menoenninkan karakteristik pengembangan dari Wilayah yang 
bersangkutan ; 

i. Wilayah Perenc:anaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan 
ruangnya sesuai dengan ma$ing-masing jenis Rencana Kata ; 

j. fbukota Kecamatan Bawen adalah Kata Bawen ; 

k. Kawasan adalah Wffayah yang batasnya ditentukan berdasarkan 
tingkup pengamatan perencanaan dengan mempertimbangkan 
adanya dominasi fung$i tertentu ; 

I. Blok adalah satu kesatuan wifayah dari kota yang bersangkutan 
yang merupakan witayah yang terbentuk secara fungsional atau 
administratip dalam rangka pencapaian daya guna petayanan 
fasifitas umum kota dengan tujUM pemanfaatan ruang ; 

rn. Gari$ Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan ; 

n. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas l.uar pengamanan 
sungaj; 

o. Garis Sempadan Saluran adaJah garls batas luar pengamanan 
saluran · . t 

p. Garis Sempadan Bangunan adatah garis yang diatasnya atau 
sejajar dibelakangnye dapat didirikan bangunan . 

BAB II 

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasat 2 

RUTRK Oengan Kedalaman Maten ROTRK didasarkan atas Asas : 



a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, 
berdaya guna dan borhasit guna, serasi, selaras, seimbang dan 
bertcelanjUtan ; 

b. Keterbukaan, persamaan, keadllan clan perlindungan hukum . 

Pasal 3 

RUTRK Oengan Kedalaman Materi ROTRK dimaksudkan sebagai 
landasan hUtrum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah Tingkat I~ Pemerintah Daerah Tingkat If dat.l 
masyarakat dalam memanfaatkan Ruang Kota secara Berencana. 
terarah dan berkesinambungan . 

Pasal 4 

RUTRK Dengan Kedafaman Materi ROTRK bertujuan : 

a. Meningkatkan peranan kota dafam petayanan yang febih Juas agar 
mampu bedungsi sebagai pusat pembangunan datam suatu sistim 
pengembailgan wialayah ; 

b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang befwawasan lingkungan ; 

c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan llndung 
clan kawasan budidaya ; 

d. T ercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk : 

1. Mewujudkan. perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta 
menanggulangi dampak negatif terhadap lingt(ungan ; 

2. Mewujudkan keseimbangart k$pentingan kesejahleraan dan 
keamanan. 

BAB HI 

KEDUDUKAN DAN WILA YAH 
PERENCANAAN 

Kedudukan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK lbukota 
Kecamatan Bawen adalah penjabaran dari sebagian. Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Pola 
Dasar Pembangunan Oaerah Tingkat ff Semarang yang menjadi dasar 
pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota . 
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Pasal6 

(1) Wffayah Pefencanaan RUTRK Oengan Kedafaman Maten RDTRK 
tbukota Kecamatan 8awen mencakup 2 (dua) desa, dengan luas 
501,658 2 Ha yaltU : 

a. Oesa Lemahireng 

b. OesaHarjosari 

seluas 218,5198 Ha 

seluas 283.1384Ha 

(2)Batas-batas wilayah perencanaan sebagatmana dimaksud pada 
ayat (1) Pasat ini adalah : 

•· Batas Sebelah Utara Batas Desa Randugunting dan Cesa 
Jatljajar Kecametan K1epu ; 

b. Batas Sebelah Timur · ·Pefkebunan Jatirunggo ; 

C. Betas Sebelah SeJatan : Kali Bade, Batas 0esa 8awen dan 
Cesa Doplang ; 

d. Batas Sebetah Barat : Lereng Gungung Kendatisodo dan 
Sahnn frigasi . 

BAB fV 

RENCANA UMUM TATA RUANO KOTA DAN 
RENCANA DETAIL TATA RUANO KOTA IBUKOTA 

KECAMATAN BA'NEN 

Bagian Pertama 
Peaetapan Peranan Dan Fungsi Kota 

Pasal 7 

Penman Kota Bewen De.tam Wi1ayah Kabupaten Oaerah Tingkat 
11 Semarang adeiah $8bagai pu$8l Pemerintah Kecamatan dengan 
wilayah pelayanan. adalah Kecamatan Bawen . 

Pasal 8 

Fungsi Kota Bawen dalam Wilayah Kebupnm Daerah Tingkat U 
Semarang adalah : 

a. Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan ; 

b. Pusat petayanan kogiatan mdustri ; 

o. Pusat pelayanan pendidikan ; 
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d. Pusat peiayanan perdagangan ; 

e. Pu$at fasilttas sosial. 

· Bagian Kedua 

Kebijaksanaan Dasar Pereneanaan 

Pasal 9 

Kebijaksanaan Pengembangan Kota 8awen mefiputi : 

a. Pemerataan pengembangan meliputi seluruh bagian wifayah kota, 
yakni usaha untuk mengisi dan menciptakan struktur dan bentuk 
yang kompak dan merata : 

b. Penyebaran Fasililas pelayanan sebagai usaha untuk memeratakan 
petayanan bag] penduduk kota di$eluruh wffayah bagian kota, 
bukan torkonsentrasJ pada suatu tempat saja ; 

c. Fasilitas petayanan sebagaimana dimaksud huruf b Pasa! ini 
bempa ~Htas umum dan fasititas SO$lal~ . fasititas 
perdagangan dan lain sebagainya ; 

d. PeTSGbaran fasi1itas.-fasilus, j«lis dart skata petayanannya, masing­
masing disewaikan dengan fung$i pe!ayanannya (perdagangan, 
perumahan, perkantoran) maupun jangkauan petayanam,ya 
(regional, kota, bk>k); 

e. Peningkatan akf.Mtas kekotaan pada daerah-daerah transisi dan 
pinggiran Kofa Bawen, terutama kegtatan yang befsifat non 
pertanlan atau kegiatan sekunder dan primer ; 

f. Usaha untuk memeratakan arah perkembangan fisik kota kesegala 
arah. yang pada seat Jni masth cenderung berkembaog dis&kttar 
jafan utama kola ; 

g. Bagi bagian..t>agian kota yang kurang berkembang. per1u diciptakan 
suatu aktivitas yang dapat mendorong perkembangan daerah­
daerah tersebUt antara lain berupa aktivitas perdagangan, 
perumahan dan industri pengotahan hasil pertanian ; 

h. Adapun dukungan bagi usaha tersebut adalah. dengan penempatan 
fasilitas peiayanan yang merata diseluruh bagfan wilayah kota. 
sehingga penynbaran penduduk tidak terpusat disuatu tempat 
tertentu saja, melainkan menyebar kesemua bagian wilayah ·kota. 
Setain itu dengan menggalakkan program keluarga berencana 
kepada sefuruh masyarakat, sehingga mengurangi angka kehlhkan; 

1 



t. lJ$8ha untuk menlngkalkan kuatltaS hidup kekotaan dt Kota Bawen, 
misatnya dengan RMningkatbm sistim pembuangan sampah, sistim 
jartngan air berslh. slStim jeringan drainase, penghijauan dan 
sebagainye; 

j. Usaha untuk mencegah polusi kota den. lingkUngan yang sehat 
melalui jatur sabuk hijau diMkeffling kota yang dapat dimanfaatkan 
sebagai daerah konservasi kota ; 

_ k. Usaha untuk metnbuka daerah-daerah terisolir yang ada dlbagian 
wilayah kota dengan jalan membangun ~rana transportasi 
berupa jalan-jalan penghubung. baik antar lingkungan dan antar 
bagian Wilayah kola ; 

I. Usaha untuk meningkatkan fungsi dan peranan Kota Bawen 
sebagai pusat petayanan Pemerintahan dengan mengelompokkan 
fasffitas· Pemerintahan pada suatu tempat agar mudah dalam 
koordinasi dan keterhubungannya ; 

m. Usaha untuk mentngkatkan kelancatan arus tatu Untas didalam dan 
keluar Kota eawen dengan merencanakan jaringan jalan clan 
fasilitasnya sesuai dengan kondisi yang ada ; 

n. Meningkatkan daya tarik Kofa Bawen terhadap invertor dari fuar 
wtlayah untuk menanamkan modalnya, dengan jalan menyediakan 
pnlSarena dan sarana yang lengkap. balk berupa jaringan tetepon, 
jaringan air bersth. bank. lokast usaha dan kemudahan birol<rasi 
perijinan . 

SaglanK.ttga 

Perwilayahan Kota 

Pasal 10 

Wilayah Perencanaan Kota Bawen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Bagian Wilayah Kofa yaitu 
menjadi 1 8WK dan 2 Blok sebagai berikut : 

a. Blok I 

b, BlokU 

setuae 243~119 Ha ; 

seluas 258,+&63 Ha. 

Pasal 11 

Peta pernbagian wilayah dimaksud dalam Pesa.I 10 Peratutan Oaerah 
ini adaJah sebagalmana tersebut datam lampiran f , merupakan bag.an 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Da«ah ini . 
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Bapnt<eempat 

Penetapan Jurnlah Dan Persebaran Penduduk 

Pasal 12 

Jumlah Penduduk Kofa Bawen pada akhir Tahun 2007 dipetkfrakan 
sebesar 11.299 jiwa . 

Pasat 13 

Persebaran jumtah penduduk sebagatmana dimak$Ud datam Pasat 12 
Peratutan Oaetah mi, di masing-ma&lng Blok dlletapl(an sebagai 
bertkut: 

a. Blok I sebesar 7.900-jiwa dengen kepadatan 69 iiwalHa ; 
b. Blok U sebesar 4.500 jtwa dengan kepadatan 61 jiwa/Ha ; 

PasaJ 1,. 

Peta persebaran penduduk dlmaksud dalam PasaJ 12 dan Pasat, 13 
Peraturan Oaetah ini adalah sebagaimaria tersebut dalam Lampiran ff, 
merupakan bagian yang tidak t«pisehkan dari P•raturan Daerah ini . 

BagianKeUma 

S~tur Pemanfaatan Ruang. Kota 

Pasat 16 

Luas wflayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7 PGraturan 
Oaerah ini pemantaatannya ditetapkan sebagai berikut : 

a. FasiUtas perumahan 

b. Fasi.lftas perkantoran 

c. Fasffitas pendidikan 

d. Fawfltas perdapngan 

e. Fasilitas kesehatan 

f. Fasllitas peribadatan 

g. Fasffltas oiah raga dan .ruang terbuka 

170.5116Ha ; 

4.8553Ha; 

2,2848 Ha; 

24,2796Ha; 

0,5712 Ha ; 

3,7128Ha; 

3,4272Ha : 



h. Fasmtas industri 

i. Jaringan Jalan dan Jafur Hijau 

j. Tegatan 

k. Sawah 

I. Cadangan permikiman/perkebunan 

Pasat 11 

104.8207 Ha ; 

55,2673Ha; 

35,1174 Ha; 

61.6817 Ha; 

35,1286Ha. 

Pemanfaatan Rt,Jang Kofa sebagaimana dimabud datam Pasal 15 
Peratunm Daerah int. datam Btok setiap .Btoknya ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. Blokl: 

1. Fasllita$ perumahan 

2. Fasilitas perkantoran 

3. Fasillas pendklikan 

4. Fasititas petdagangan 

5. Fasilitas kesehatan 

8. FasiHtas peribadatan 

· 7. Fasffitas oiah raga dan ruang terbuka 

8. Fasilitas indwtri 

9. Jaringan Jautn dan Jalur Hijau 

10.Tegatan 

11.sawah 

12. Cadangan permukiman/pericebunan 

b Biolc II: 

1. Fasifitas perumahan 

2. Fasilita$ perkantoran 

3. Fasilitas pendidikan 

IO 

65~4034Ha; 

3.4273Ha; 

1,1424 Ha; 

15,1401 Ha; 

0,5712 Ha; 

1,1424 Ha; 

o.5712 Ha; 

55,6790Ha; 

29,0218 Ha: 

9.9940Ha; 

33.1308Ha; 

27,9883Ha. 

105. 1082 Ha ; 

1.4280 Ha; 

1,1424 Ha; 



4. Fasffitas perctagangan 

5. Fasilitas kesehatan 

6. Fasintas peribadatan 

7. Fasifdas oJah raga ctan ruang· terbuka 

8. FasUlta$ tndustri. 

9·. Jaringan Jatan dan Jatur Hijau 

10.Tegaian 

11.Sawah 

12. Cadangan permuldman/perkebunan 

Bagian Keenam 

9,1395 'Ha; 

2.5704 Ha; 

2,5704Ha ; 

49.1417 Ha; 

26.2455Ha; 

25,1234Ha; 

28,5509Ha; 

7,1403 Ha . 

Lahan Cadangan Dan Ruang Terbuka Hijau 

Pasal 17 

Penggunaan lahan seisin tersebut daletn Pasal f 6 Peraturan Oaerah 
int. dil'etapkan !Mbagai lahan cadangan <tan ruang terbuka hijau . 

Pasal 18 

Lahan cactangan dan ruang terbuka hiJau sebagaimana dhnabud 
de.tam Pa$al 17 Pereturan Oaerah ini, dlpermcl untuk setlap Bfoknya 
sebagaiberikut : 

a. Blokl : 

1. Ruang hijau I taman 0,3571 Ha ; 

2. Ruang hujau perl:ania~adangan pe~kiman 71.1131 Ha; 

3. Jalur hijau 

b Blok II : 

1. Ruang hijau / taman 

9,0218Ha. 

0,9112 Ha ; 

2, Ruang hujau pe,tanian/cadanan permukiman 60,8146 Ha : 

3. Jab.tr hijau 
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Pasal 19 

Peta rencana pemanfaatan ruang dimaksud daJam Pasal 15116, 17 dan 
Pasal 18 Peraturan Daerah ini, adatah sebagaimana tersebut dalatn 
Lampiran Ill, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerahini. 

BagianKetujuh 

Struktur Utama Tingkat Petayanan Kota 

Pasal 20 

Fasilita& jenjang pertama kota sesuai peran dan fungsinya 
sebagaimana dimkesud dalam Pasal 15 dan Peal 18 Peraturan 
Oaerah ini ditetapkan sebagai berikut : 

a. Perkantoran 

b. Perdagangan 

c. Pendidikan 

d.Kesehatan 

e. Olah Raga 

f. Ruang Terbuka 

beradadiBlokldanh; 

berada. di Blok I dan H ; 

berada di Blok l ; 

beradadiBlokl; 

berada di Blok tt ; 

berada di Blok 1 ; 

Pasal 21 

Fasititas jenjang kedua kota sesuai ·dengan fungsi dan perannya 
ditetapkan sebagai berikut : 

a. Perkantoran 

c. Pendktikan 

d. otahRaga 

e. Ruang Terbuka 

12 

berada di Blok I dan 11 ; 

bet'adadistokldan fl ; 

berada dl Blok t dan II ; 

beradadi Blokldan H ; 

berada di Blok I dan H . 



Pasal 22 

Peta penyebaran lokasi fasilttas sebagaimana dimaksud da.larn 
Pasal 20 dan Pa1at 21 Peraturan Oaerah ini edatah $ebagaimana 
tersebut dalam Lampiran IV, tMrupakan begian yang tidak terpi.sahkan 
dari Peraturan Daerah ini. · 

Begian Kedelapan 

Sisfim Utama Tran•portasi 

Pasal 23 

Jaringan transportast jafan- rays dikota terdid dari : 

a. Jalan Arteri Primer : 

adafah ruas jatan yang melewati pusat Kota Bawen dan 
menghubungkan Kota Semarang dengan Solo I Yogyakarta yang 
melewati Cesa Bawen dan desa Harjosari dengan lebar Oaerah 
manta.at jaJan {Oamaja) ............... Meter dan Oaerah mUik jalan 
(Damija} ................... Meter. 

b. Jalan Afteri S$kunder : 

adalah ruas jatan yang menghubungkan Kofa Bawen dengan Kota 
Klepu dan Kota Tuntang dengan Jafan Arteri Primer yang mefewati 
Oesa Lemah freng dengan tebar Oaerah manfaat jatan 
(Oamaja) ............. Meter dan Oaereh mHtk jatan (Damija)m ........ Meter. 

c. Jatan Kolektor Primer : 

Admah ruang jafan yang menghubungkan Kota Bawen dengan Kota 
Ambarawa ffl$lewati Cesa Doplang dan Desa Harpsasri dengan 
tebar Oaerah manfaat jatan (OamaJa) ............ Meter dan Daerah mitik 
jt)tan {Damija) ..........• Meter. 

d . Jalan Lokal Primer : 

Adalah ruas jalan yang menghubungkan Jalan Arteri Primer dengan 
Jatan Kolektor Primer n1etewati Desa Harjosasri dan Oesa Lemah 
lreng serta jalan yang menghubungkan Jalan Meri Sekunder ke 
Oaerah Kawasan tndustri dengan lebar badan jalan 5 M . 
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Pasal 24 

Untuk sarana angkutan jalan raya ditetapkan ; 

a. Halte ditetapkan. di Blok I ; 

b. Terminal type C ditetapkan di ·Blok tf • 

Pasat 26 

Peta rencana s.istim utama t:ransportasi dimaksUd dalam Pasal 23 dan 
Pasai 24 Peraturan Daerah ini sebagalmana tersebut datam Lampiran 
V dan VI , merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pf!ratutan 
Oaerah ini. · 

Bagian Kesembilan 

Sistlrn Utama Jaringan Utilitas 

Pasal 26 

Jarlngan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini 
meitputi · Jaringan air bersih. Jaringan teiepon, Jartngan tistrik, Jaringan 
drainase dan Jafingan pe,sampahan • 

Pasat 27 

Sistim jaringan air bersih dltetapkan sebagai berikut : 

a. Jaringan transmisi meffputi sepanjang ruas jalan Meri Primer ; 

b. Jaringan sekunder meJiputi sepanjang ruang Jalan Arteri Sekunder1 
Kolektor Primer. LOkal Primer dan sepanjang Jalan Ungkungan . 

Pasat 28 

Sistim jaringan telepon ditet:apkan sebagai berikut : 

a. Jaringan primer melalui ruas jatan Arteri Primer. ArtGri Sekunder, 
Koleldor Primer, · Lokal Primer dan beberapa ruang Jalan 
Lingkungan . 

b. Wartef berada di B1ok IJ . 
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Pasal 29 

Sistim jaringan Ustrik ditetapkan sebagai jaringan tegangan menengah 
mefalui ruas jalan sepanjang jalan A.rterl Primer, Arteri Sekunder, Lokal 
Primer dan sebagian Jalan Lingkungan . 

Pasal 30 

Ststim pembuangan air hujan ditetapkan sebagai berikut 

a. Saluran primer melalui Sungai Kati Bade ; 

b. Saturan sekunder melafui ruas jatan Arteri Primer , Arteri Sekunder, 
Kofektor Primer dan sebagian metalUi ruas Jalan lingkungan ; 

c. Saluran tersler melalui ruas JaJan Lingkungan. 

Pasaf 31 

Sistim pengelolaan sampah ditetapkan sebagai berikut : 

a. Tempat pemindahan sampah berada di Blok I dan II ; 

b. Tempat pembuangan sementara berada di Blok l dan fl . 

Pasal 32 

Peta sistim jaringan utffitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
sampai dengan Pasat 31 Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran VII, VIH, D( dan X , merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini . 

Bagian Kesepuluh 

Pengembangan Pemanfaatan Air Baku 

.Pasa.l 33 

Air Baku sebagmmana dlmaksud da!am Peraturan Oaerah ini meliputi 
Air Pemukaan, Air Tanah Dangkal dan Air Tanah Oalam . 
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Pual 34 

Pengembangan pemanfaatan air baku sabagaimana dJmaksud dalam 
Pasal 33 Peraturan Oaerah ini harus ·mempertimbangkan kelastarian 
lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku . 

Bagian Kesebelas · 

Kepadatan Bangunan 

Pasal 35 

(1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien 
Casar Bangunan ( KOS) pada Blok peruntukan ; 

(2) Koeftsien Casar Bangunan ( KDB ) dapat dltetapkan lebih dari satu 
peruntukan . 

Pasat 36 

( 1) Blok l dengan pen.mtukan : 

a. Perumahan KDB ditetapkan 60 % ; 

b. Perdagangan den jasa KDB ditetapkan 80 % ; 

c. Perkantoran KDB ditetapkan 80 % : 

d. lndustti KOS ditetapkan 60 % : 

e. Sosial KOS ditetapkan 60 ~ ; 

f. campuran K08 ditetapkan 70 er, . 

(2) Blok It dengan peruntukan : 

a. Perumahan KOB ditetapkan 60 % ; 

b. Perdagangan dan jasa KDB dltetapkan 80 % ; 

c. Perkantoran K0B ditetapkan 60 % ; 

d. lndustri KOS diteiapkan 60 % ;. 

e. Sosial KDB dltetapkan 60 % ; 

f. Campuran KOB ditetapkan 70 % . 
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Pasal 37 

P«a kepadatan bangunan dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 
Peraturan Daerah mi t adatah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 
XI, merupakan bagian yang ·tld8k terpisahkan dari Peraturan Daerah inL 

Bagian Keduabela.s 

Ketinggian Bangunan 

Paul 38 

(1) Ketinggian bangunan ditetapkan dengan jumlah iuas fantai 
bangunan dan jumlah maksimum clan minimum iantai bangunan . 

(2) Pelaksanaan ketinggian bangunan ditetapkan sesuai dengan fungsi 
reneana jaringan jalan . 

Pasal 39 

Kettnggian bangunan untuk fungsi : 

b. Sosial 

c. Perdagangan dan Jasa 

17 

ditepi }atan Meri Primer ditetapkan 
dengan Koefisjen Luas Bangunan 
{KLB) sebesar 1,8 dengan ketinggian 
maksimum 3 lantai dan di tepi Jalan 
Meri Sekunder dttetapkan sebesar 
1,2 dengan ketinggian maksimum 2 
iantai; 

ditepi Jalan Meri Sekunder 
ditatapkan dengan KLB sebesar 1,2 
Jalan Lok.al Sek.under dengan KLB 
set>esar 1,2 dan Jatan Lingkungan 
sebesar 1.0 dengan kettnggian 
maksimum 2 iaotai ; 

ditepi jalan Meri Primer ditetapkan 
dengan KLB sebesar 3.2 dengan 
ketinggian maksimum 4 lantai. JaJan 
Lokal Sekunder dengan KLB sebesar 
2. 1 dengan ketinggian maksimum 3 
tantai dan Jafan Lingkungan 
ditetapkan defigan KLB 1 :i. dengan 
ketinggian maksJmum 2 lantai ; 



d. Pemmahan 

e. Campuran 

f. Kawasan Pariwfsata 

ditepi Jafan Alteri PrimGr dan Jalan 
Arteri · .· Sekunder dltetapkan dengan 
KLB .$ebesar 2,1 dengan ketingian 
maksimunl 3 lantai, Jatan Kolektor 
Pruner dan Lokat Sekurn:t&t dengan 
KLB sebesar 1,2 dengan ketinggian 
maksirnum 2 Jantai, Jatan 
Lingkungan dengan KLB sebesar 1,0 
dengan ketinggian maksimum 2 
!antai ; 

~ ditepi jalan Meri PriMer dan Jalan 
Meri s.kunder ditetapkan. dengafl 

. KLB sebesar 2,1 dengan ketinggian 
maksimum 3 lant.ai , Jalan Kofektor 
Primer dan Lokat Sekunder dengan 
KLB sebesar 1,2 dengan ketinggian 
Maksimum 2 lantai ; 

ditepi jalan Alteri Primer ditetapkan 
dengan Kl..8 sebesar 2,4 dengan 
ketinggjan makslmum 4 lantai dan 
Jalan LokaJ Primer dengan KLB 
sebesar 1,8 dengan ketinggian 
rnaksimum 3 tantai . 

Pasat 40 

Peta ketinggian bangunan dimaksUd dafam Pasal 38 dan Pasal 39 
Peraturan Daerah int, adatah sebagaitnarta dimaksud daJam Larnpiran 
~, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart Peraturan Daerah 
i~. 

Sagian Ketigabelas 

Garis Sempadan 

Pasal 41 

Penetapan Garis Sempadan terdiri dari : 

a. Sempadan Bang:urian ; 

b. Sempadan Sungai . 
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Paut 42 

(1) Garis sempadan muka bangunan <Y-ng berbatasan dengan jalan) 
dltetapkan sebagai berikut : 

a. Pada jalan Arten Primer adalah 20 M ; 

b. Pada jalan Arteri Sekunder adafah 20 M ; 

~- Pada jalan Kolektor Prinwr adalah 15 M ; 

d. Pada jalan Lokat Primer adafah 10 M ; 

e. Pada jalan Lingkungan adatah 5 M . 
( masing-masmg dthitung dart as jalan ) . 

(2) Garis sempadan samping dan beJakang bangunan yang berbatasan 
dengan persi1 tetangga ditetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk bangunan tunggat tidak bertingkat berjarak minimal 
1,5M ; 

b. Untuk bangunan .deret peruntukannya untuk rutnah toko dan 
boleh berimpit sampai dengan lcstinggian 2 lantai, untuk 
ketinggian 3 dan 4 lantai betjarak minimal 3 M dari batas 
saMping persH : 

Pasal 43 

Garis s&Mpadan sungai ditetapkan seoosar 15 M diokur dari batas tttik 
terttnggi batas permukaan sungai . 

Pasaf 44 

(1} Khusus untuk garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa 
ditetapkan tebih keoU dari ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pas.at 
45 Peratunin Daerah mi , sebagaimana tersebut dalatn l.mnpit'an 
XV clan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerahini. 

(2) Pada kawasan berkepadatan tinggl., garis sempadan bangunan 
perda_gangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis 
sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parldr 
kendaraan . 

19 



BAB V 

JANQKA WAKTU DANT AHAPAN PERENCANAAN 

Bagian Pertama 

Janok_a Wak.tu Perencanaan 

Pasal 45 

(1) Jangka waktu RUTRK Dengan Kedataman Maten ROTRK lbukota 
Kecamatan Bawen adafah 1 o (seputuh) tahun . 

(2) RUtRK Oengan Kedataman Matert ROTRK tbukota ~matan 
Bawen ditinjau setiap 5 (lima) . tahun untuk dapat dirubah dan 
disesuaikan dengan keadaan . 

(3)Perubahan sebagajmana dimaksud dalam ayat (1) Pasef inf 
diteuipkan dengan Penrturan Oaerah . 

Pasal 46 

RUTRK dan RDTRK ibukota Kecamatan Bawen bersifat terbUka untuk 
umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Oaerah dan tempat­
tempat yang mudah ditihat oteh masyarakat . 

Pasal 47 

Masyarakat berhak untuk mendapatkan tnformasi mengenai RUTRK 
Dengan Kedalaman Mat&ri ROTRK lbukota Kecamatan Bawen seoara 
tepat dan mudah . 

BagianKedua 

Tahapan Pelaksanan 

Pasai48 

T ahap pelaksanaan pembQngunan di Kota Bawon adatah sebagai 
betikut : 

a. Tahap l dari Tahun 1997/1998 sampai dengan Tahun 2001/2002; 

b. Tahap U dari Tahun 2002'12003 sampal d&ngan Tahun 2006/2007 . 
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Pasal 49 

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek..proyek yang 
dfsclenggarakan oleh lnstansi ?emerintah, Swasta dan MasyaraYJrt 
tuas harus berdasark.afi pada pokok~pok:ok kebijaksanaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasai 48 Peraturan Daerah ini . 

Pasal 60 

Peta pentahapan pembangunan tahunan dimaksud datam Pasal 47 
dan Pasa1 48 Peraturan Oaerah ini • · adalah sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran XHt dan X1V dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peratur~ Daerah tni . 

BAB VI 

PENGAWASAN DAN PENGENOALIAN PEMANFAATAN RENCANA 
UMUM TATA RUANO KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERf 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA !BUKOTA KECAMATAN 
BA.WEN 

Pasal 51 

(1) Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambiJ 
tangkah ~ langkah kebijaksanaan · dalam· me!aksanakan RUTRK 
Oengan Kedalaman Mated ROTRK !bukota Keeamatan Bavloo· 
secara kesefuruhan sesuai oongan prosedur dan · Peratumn 
Perundang-undangan yang beliaku , 

(2} Dalam peiaksanaan pembangunan dan pengawasan rencana kota, 
Bupat! Kepala Oaerah dapat menunjuk aparatl.!r pelaksana dan 
pengawas pembangunan sesuai dengan RUTRK Dsngan 
Ksdataman Materi RDTRK ibukota Kecamatan Bawen . 

Pasal 52 

Pengawasan dan pengendalian RUTRK Dengan Kedalaman Maten 
RDTRK lbukota Kecamatan Bawen guna men}amin teroapainya 
maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
5 dan Pasal 6 Peraruran Daerah ini, dilakukan oleh Bupatl Kepaw 
Daerah $8$UW dengan ketentuan Peraturan P&rundang-.undangan 
yang berlaku . 
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Pasal S3 

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diiakukan dalarn bentuk 
pemantauan, petaporan dan evaluasi . 

(2) Pengendatian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentUk perijinan 
sesuai dengan kewenangan yang ada pada·Pemerintah Daerah . 

(3) Pengawasan dan pencegahan ~ta kegiatan pembangunan I 
pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Oaerah ini . 
Menjadi wewenang Camat atau tnstansi yang berwenang setempat 
clan dafam waktu setambat..tambatnya 3 X 24 Jam wajib metapor 
kepada Bupati Kepala Oaerah atau Oinas te.knik yang <fttunjuk . 

BAB VU 

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 

Pasaf 54 

(1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelafaiarmya 
melanggar ketentuan RUTRK DenganKedataman Materi ROTRK 
lbukota Kecamatan Bawen , diancam pk.iana kurungan se!ama -
tamanya 8 ( enam} buian atau denda ~-banyaknya Rp. 
50.000,00 (hma puluh ribu rupiah); 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud datam ayat (1) Pasat ini 
adalah pelanggaran . 

Pasal 56 

Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud PasaJ 54 
Pentturan Daerah ini, sefain dHakukan oleh Pejabat Penyktik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oteh Pejabat 
Penyidik Pegawai Negeri Sipi1 di Ungkungan Pemerintah Kabupaten 
Oaerah Tingk.at U Semarang yang pengangk:atan, kewenangan dan 
datam menjafank.an tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang­
undangan yang berlaku . 
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BAB Wt 

KETENTUAN LAJN-UJt..t 

Pasal 56 

Peraturan Oaerah inJ dinncl lebih tanjut berupa uraian dalam bentuk 
Buku Kompilasi Data, Anatisis dan RUTRK Doogan Kedalaman Maten 
ROTRK lbukota Kecamatan Ba.wen serta Album Peta sebagat Lampiran 
yang tak: terpisahkan dari Peratutan Oaerah ini . 

Pasaf 67 

Peraturan Daerah ini ditampiri Pet.a : 

1. Rencana Pembagian Blok Lingkungan ; 

2. Reneana Kepadatan Penduduk; 

3. Rencana Tata Guna Tanah ; 

4. Rencana Strub.tr Ttngkat Peleyanan ; 

5. Notasi Ruang Jal$n ; 

6. Rencana Jadngan Jalan ; 

7. Rencana Jaringan Transportasi ; 

8. Rencana Jaringan Air Bersih ; 

10.Rencana Jari.ngan Lisu-ik; 

11.Rencana Oraina$e ; 

12. Ret'l<:ana Jaringan Sampah ; 

13.Rencana Kepadajao Penduduk ; 

14. Reooana Ketinggian Bangunan : 

15.Rencana Galis Somp.adah Bangunun ; 

16.Rencana pe!aksanaan pembangunan Tahap I; 
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17. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Tahap II;. 
18. Rencana Pelaksanaan Jaringan Utilitas Tahap I; 
19. Rencana Pelaksanaan Jaringan Utilitas Tah~p II . 

BAB IX 

1
·· KETENTUAN PERALIHAN 

,, ·' Pasal, 58 

Dengan berlakunya . Pe~~turan. Da~r~h- ini , maka segala ketentuan 
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut 
dan tidak berlaku lagi . 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 59 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 1m 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut 
oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 60 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Oaerah Tingkat II Semarang. 

N RAKYAT DAERAH 
..._..,. .. ,_RAH TINGKAT II 

~~~ ANG 

TONO 

Ditetapkan di Ung a r a·n 
pada tanggal 13-11 -199 7 •. 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 . 
~=~~c:: EMARANG 

TO, SH 
·- - - ·- --
04~ ~25 · 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT It SEMARANG 
NOMOR 10 TAHUN 1897 

TENTANG 

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAI KEDALAMAN MATERf RENCANA 
DETAIL TATA RUAHG KOTA lBUKOTA KECAMATAN SAWEN 

TAHUN 1997 / 1918 SAMPAI DENGAN TAHUN 2001 / 2007 

I. PENJELASAN UMUM ~ 

1, 1 Pengertian Rencana Umum Tata Ruano Kota Dengan Kedalaman Maten 
Reooana Detail Tata Ruang Kota . 

Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya distngkat dengan 
RUTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga 
keseraSian pembangurnin antar sektor dalam rangka pengendaHan program­
program pembangunan kota dalam jangka panjang. Reneana tersebUt 
merupaka.n rumusan temtang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana 
pemanfaatan ruang kota, rencana sistim jaringan utmtas, rencana kepadatan 
bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan tingkllngan 
kota, tahapan pelaksanaan pemmmgunan dan indikasi um peJa.yanan kota . 

Sita Rencana Umum Tata Ruang Kota leb!h bersffat struktur mm 
konseptua!, Rencana Umum Tata Ruang K.ota untuk memberlkan arahan mm 
pengarahan perkembangan dan pertumbUhan kota . 

Rencana Umum Tata Ruang Kota Oengan KedaJaman Maten 
Rencana DetaD Tata Rua.ng Kota adatah merupakan wadah yang 
mengkoordinastkan kegtatan perseomngan, .· oteh sebab ltu bilamana tetah 
ditetapk.an secara hukum harus mm wajib · dbati oieh semua. pihak. baik 
pemerintah maupun masyarakat . 

Untuk itu sebetum penetapan hUkum (ftbenkan renc-ana tersebut 
harus sudah dtsetujul meiaiui i<onsesus umum antara Pemerintah Pusat, 
Pemenntah Daerah Tingkat I. Pemerintah Daerah Tingkat n dan masyara.kat 
kota yang bersan-gkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan prforltas 
pembangunan dan pengembangan kota < Ketentuan yang mendasan rencana 
tersebut adaiah Peratoran Menter, Dahlm Negeri Nomor 2 T ahun 1987 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunnya diatur 
dengan Keputusan Menteri Da!am Negerl Nomor 59 Tatnm 1988 tentang 
Petunjuk Petaksanaan Pedoman Penyusunan rencana Kot.a, serta SUrat 
Menteri Daiam Negeri Nomor 65011165/BANGOA tentang Petunfuk Teknis 
Penyusunan Rencana Kora Jbukota Kecamatan . 
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12 Pengertt.an Rencana Urrwm Tata Ruang fbukota Kecamatan . 

Rencana umum Tata Ruang lbukota Kecamatan merupakan uuna 
mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan 
dida!a.mnya yang mernfflki perflaku berbeda sesuai denga.n karaktemya •. 
settmgga keglatan - kegiaum terseout dapat benangsung setaras, serast dan 
seimbang, menujtJ suasana yang bersth, senat, indah, nyaman, aman, rapS, 
!ancar dan terttb . 

Adapun pengertla.~ dasar rencana kot.a adatah rencana 
pengembangan trota yang disiapk&n seeara teknis dan non tekniS, balk yang 
dttetapkan oteh Pewvetmtah Pusat maupun Pemetmtah Oaerah yang 
merupakan kebtjaksanaan pemanfaatan ruang mm menjadi pedoman 
pengarahan dan pengeru:taRan p$iaksanaan pembangunan . . 

lbukota Kecamatan adalah tbukota kecamatan sebagairnana 
dimaksud dai&m Undang-undang Nomor 5 Tahon 1914 tentang Pokc)k,.pokok 
Pemerintahan di Oeerah, yafl:u Punt Pemerintahan dart Kecamatan yang 
bersangkutan. Rencana: Tata Ruang ibukota Kecamatan · merupakan 
penjabaran tebit1 lanjut dari Pola Dasar Pembangooan Daer-ah khususnya 
dawn htd pemamaatan ruang. Rencana Tata Ruang lbukota K.ecamatan ini 
merupakan !"eflC.ana tata ruang kota yang mendasan strategt pembangunan 
hik kota sesuai jams rencana kota yang disebut daJam Peraturan Menteri 
Oatam Negen Nomor 2 Tanun 1987 . 

Renc~ma Tata Ruang tbukota Keeamatan mt diharapkan berstfat 
partisipattf datam arti membuka knempatan bagi peran mvestor dan 
masyarakat. secare mnamis datl ffekslbel serta anttsipatlf t~dap kemajuan,. 
kemajUan tekoootogi . 

If. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 sampai det1gan Pasal 5 

Pasal 6 ayat { 1 ) oorur a 

Pasai 6 aya.t (1,} huruf b 

Pa.sat 6 ayat (2) 

Pasal 7 sampai dmlgan PasaJ 12 

Cukupjelas. 

V\tilayah pereneanaan RLITRK Oengan 
Kedataman Maten RDTRK lbUkota 
Kecamatan Bawen seluas 218~5198 Ha 
adalah ~baglan W'Uayah dart Oesa 
lemahlrengyang berjumfah 00414325 Ha. 

Mayah Perencanaan RlrrRK Dengan 
Kedalaman Matt.iii ROTRK 1bukota 
K$l'.W:matan Bawen seluas 283, 1384 Ha 
a~lah sebagjan \\Mayan dart Desa 
Harjosari yang berjwruah 5.764,648 Ha 

CukupJelas. 



Pant 14 sampal aeng&n Pasai 19 

Pasal 20 

Pasa! 21 

Pasat 22 

Pasaf 23 

Pasat 24 sampal dengan Pasa! 34 

Pasal 35 ayat ( 1 ) 

Pasat 35 ayat (2) 

Pasat 36 sampai dengan Pasat 40 

Pasal 41 

Patal 42 sampai dengan Pasal 60 

Kepadatan yang dlmaksud adatah 
kepadetan bersth~ jumtah penduduk 
dlbagi dengan tuas wlfayah yang 
digunakaf1 untuk pekarangan I 
perumahan~ 

Cuk'Up jelas . 

Yang dimak$ud de.ttgan fatffttas jenjang 
pertama adatah fungst primer yang 
berskaia regional dari fasiiitas petaytnan 
terhadap wilayah yang dilayani .(Periksa 
Lampiran IV Peta Rencana struktur 
Pefayanan ·IKK dan · 8ukU R.UTRK,.. 
RDTRK lbukota Kecamatan Bawen 
Tahun 1997f1S98 sampai dengan 
2006/2007). 

Yang dimaksud dengan fasilttas jenjang 
kedUa adatah fungsi sekurn:fer dart 
fa$Hlat petayanan terhadap wllayah 
yang Cfflayanl {Penksa Lampiran IV Peta 
Rencana Struktur Petayanan IKK dan 
8uku RUTRK .. RDTRK ibukota 
Kecamatan Bawen TahUn 1997/1998 
sampa1 dengen 200612007). 

Cukupjeias . 

Yang dtmaksud dengan jal'lngan 
transportasi adaiah suatu sistlm jaringan 
}alan dan sistim trasnportasinya . 

CtM.Jpjeias. 

Yang dimaksud dengan Koetsien Daar 
Bangunan (KOB} yaitu Perbandingan 
antara ruas tahan yang tertutup bangUnan 
(tuas daHr bangunan) paoa kawasan 
terteiltu dengan luas persil pada 
kawasan bersa:~1..'tan yang dinyatakan 
denggn angka prosentase . 

Cukyp-jefa$ . 

Cukupjela$. 

Garis sempadan bangunan dlukur dari as 
Jalan sampat dengan dlndlng tenuar 
bangunan . · 

Cukupjelas . 


